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Mengingat

SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran
2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten  Pegunungan  Bintang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 129 Tahun 2002);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presinden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
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tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah
Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
102);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan lembar
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 108);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 57 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2016 Nomor 229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.

Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Standar Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang
ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan
biaya komponen masukan kegiatan.

Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang
ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan
biaya komponen masukan kegiatan.

Tarif adalah nilai suatu pada jasa yang ditentukan
pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya
komponen masukan kegiatan.

Indeks Harga Satuan adalah satuan biaya yang
merupakan gabungan beberapa barang /jasa
masukan untuk penghitungan biaya komponen biaya
masukan kegiatan.

Total Biaya keluaran adalah besaran biaya dari suatu
keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya
komponen masukan kegiatan.

Kegiatan mengacu pada program dengan
memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Satuan Standar Harga yang selanjutnya disingkat SSH
adalah merupakan pedoman batas harga barang/Jasa
tertinggi untuk penyusunan rancangan APBD.

Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya
disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen
kegiatan fisik/non fisik melalui analisis untuk setiap
jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH
sebagai elemen penyusunnya.
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17. Analisis Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB
adalah standar yang digunakan untuk menganalisis
penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang
dianggarkan dalam RKA  Perangkat Daerah
melaksanakan suatu kegiatan.

18. Pengelola Keuangan/kegiatan adalah pejabat atau
pegawai yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan/kegiatan,
yang terdiri dari Penggunaan Anggaran (PA), Kuasa
Pengguna Anggara (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Staf Administrasi.

19. Tim penunjang kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh
pejabat yang berwenang diluar tim pengelola
keuangan/kegiatan yang melaksanakan tugas/fungsi
tertentu.

Pasal 2

(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan
indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya
komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja
dan anggaran SKPD Tahun Anggaran 2024.

(2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 meliputi:

Standar Biaya Umum;

Standar Satuan Harga;

Harga Satuan Pokok Pekerjaan; dan

Analisis Standar Biaya.

oo

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 3

(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024, berfungsi
sebagai:

a. batas tertinggi; dan
b. estimasi.

(2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagai
berikut:

Lampiran I Standar Biaya Umum;

Lampiran II Standar Satuan Harga;

Lampiran III Harga Satuan Pokok Pekerjaan;

Lampiran IV Analisis Standar Biaya dan

Lampiran V Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak.

(3) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pas o

Pasal 4
(1) Terhadap SKPD yang tidak berpedoman atau belum
tercantum pada Standar Harga Satuan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka wajib
membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
yang ditandatangani di atas materai oleh PA/KPA,
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
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V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai
mana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk
pertanggungjawaban PA/KPA atas penggunaan satuan
biaya yang melebihi atau di luar dari Peraturan Bupati
ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Teluk Bintuni Nomor 10B Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 10B)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,
ttd

PETRUS KASIHIW

Diundangkan di Bintuni,
pada tanggal 27 November 2023

Plt, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 17




